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Good Governing Poverty Alleviation adalah program penanggulangan 
kemiskinan dengan mengimplementasikan model tata kelola Good Governance 
dalam konteks ini dalam Program Keluarga Harapan – Kelompok Perempuan 
Mandiri yang melibatkan aktor state, society dan privat sector. Penanganan 
masalah kemiskinan  Pemerintah Kota Batu sesuai dengan model tata kelola Good 
Governance melalui pola kemitraan yang dibentuk bersama privat sektor, KPM 
dan Dinas Sosial Kota Batu diharapkan mampu menciptakan kelompok 
perempuan mandiri yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya 
untuk bangkit dari kemiskinan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi serta data-data 
lainnya yang mendukung penelitian ini baik primer maupun sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian “Good Governing Poverty Alleviation”  melalui 
Kebijakan PKH - Kelompok Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Batu dimana terdapat beberapa rumusan masalah yaitu 
Kelompok Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan,  
Implementasi dan Dinamika Good Governing Poverty Alleviaton melalui 
Kebijakan PKH – KPM dalam Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan 
Perempuan melalui Kelompok Perempuan Mandiri  di Kota Batu. 
Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan  ini sebenarnya sudah terintegrasi 
dengan baik namun dalam pengimplementasian atau pelaksanaanya ditingkat 
daerah dalam hal ini Kota Batu belum menunjukkan model integrasi karena 
terdapat sesuatu yang belum terwujud secara normatif. Hal yang dimaksudkan 
adalah belum diaturnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kebijakan ini, 
terdapat dinamika-dinamika seperti kapasitas SDM KPM yang masih di bawah 
standar sehingga membuat ketidakmaksilaman dalam pelaksanaan kebijakan serta 
antusiasme privat sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini berbeda-beda, 
pemberdayaan perempuan melalui KPM menjadi salah satu upaya untuk 
meningkatkan perekonomian para KPM melalui skema kemitraan bersama 
pengusaha yang ada di Kota Batu.  
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Good Governing Poverty Alleviation is a poverty alleviation program by 
implementing the Good Governance model in this context in the Program 
Keluarga Harapan- Kelompok Perempuan Mandiri which involves state, society 
and private sector actors. The handling of the poverty problem of the Batu City 
Government is in accordance with the Good Governance model of governance 
through a partnership pattern formed with the private sector, KPM and Batu City 
Social Service are expected to be able to create an independent women's group 
that can try and develop their creativity to rise from poverty both for themselves 
and their families . 
This study uses descriptive qualitative methods with data collection 
techniques such as observation, interviews and documentation as well as other 
data that support this research both primary and secondary. Based on the results of 
the research "Good Governing Poverty Alleviation" through PKH Policy - 
Independent Women's Group in Poverty Alleviation in Batu City where there are 
several problem formulations namely the Independent Women's Group in Poverty 
Alleviation, Implementation and Dynamics of Good Governing Poverty 
Alleviaton through PKH - KPM Policy in Poverty Reduction Empowering 
Women through Independent Women's Groups in Batu City. 
The results of this study are that this policy has actually been well 
integrated, but in its implementation or implementation at the regional level, in 
this case Kota Batu has not shown an integration model because there is 
something that has not been realized normatively. What is intended is that the 
Standard Operating Procedure (SOP) has not been regulated in this policy, there 
are dynamics such as the capacity of KPM human resource that are still below 
standard so as to create inaccuracies in the implementation of policies and the 
private sector enthusiasm in implementing these policies is different, empowering 
women through KPM is an effort to improve the economy of KPM through 
partnership schemes with entrepreneurs in Kota Batu. 
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